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Abstract

The Indonesian Ulema Council (MUI) fatwa issued on May 26-June 1, 1980,
declares that marriage between a Muslim woman and a non-Muslim man is strictly
prohibited. The same prohibition applies to Muslim men marrying non-Muslim women,
including those from the People of the Book, on the grounds that the potential harm
(mafsadat) outweighs the possible benefit (maslahat). This fatwa has generated
considerable debate, particularly in relation to human rights (HR) principles that
emphasize individual freedom, including the right to choose one’s spouse. This study
aims to analyze the relevance of the fatwa from the perspective of human rights and
Islamic law. The research employs a normative legal approach through literature analysis,
drawing upon Islamic jurisprudence, international human rights instruments, and
Indonesian legal regulations. The findings indicate that, although the fatwa is often
perceived as conflicting with the human rights principle of freedom to marry, it remains
relevant within the framework of maqasid al-shari‘ah. The prohibition of interfaith
marriage serves to safeguard religion (hifz al-din) and lineage (hifz al-nasl), while also
preserving social order and moral values within Muslim society. Accordingly, the 1980
MUI fatwa can be understood as a legitimate restriction of freedom under Islamic law
and consistent with human rights principles that acknowledge limitations for the
protection of morality, public order, and the continuity of religious communities.

Keywords: MUI Fatwa, Interfaith Marriage, Human Rights, Islamic Law, Magqasid al-
Shari‘ah
Abstrak

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ditetapkan pada 26 Mei—1 Juni 1980
menyatakan bahwa perkawinan antara wanita Muslimah dengan laki-laki non-Muslim
hukumnya haram. Larangan serupa juga diberlakukan bagi laki-laki Muslim untuk
menikahi wanita non-Muslim, termasuk Ahlul Kitab, dengan pertimbangan bahwa
potensi mafsadat yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan maslahatnya. Fatwa ini
menimbulkan perdebatan, terutama ketika dikaitkan dengan prinsip Hak Asasi Manusia
(HAM) yang menekankan kebebasan individu, termasuk dalam menentukan pasangan
hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi fatwa tersebut dalam
perspektif HAM dan hukum syariat. Metode penelitian yang digunakan adalah
pendekatan normatif melalui studi literatur yang mencakup kajian hukum Islam,
dokumen HAM internasional, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa meskipun fatwa MUI dinilai bertentangan dengan prinsip
kebebasan menikah dalam HAM, keberadaannya tetap relevan dalam kerangka magashid
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al-syari‘ah. Larangan pernikahan beda agama dipandang penting untuk menjaga agama
(hifz al-din) dan keturunan (hifz al-nasl), sekaligus melindungi ketertiban sosial dan
moral masyarakat Muslim. Dengan demikian, fatwa MUI 1980 dapat dipahami sebagai
bentuk pembatasan kebebasan yang sah menurut perspektif syariat Islam, sekaligus
sejalan dengan prinsip HAM yang mengakui adanya batasan demi perlindungan moral,
ketertiban umum, dan keberlangsungan komunitas keagamaan.

Kata Kunci: Fatwa MUI, Pernikahan Beda Agama, Hak Asasi Manusia, Hukum Syariat,
Magashid al-Syari‘ah

PENDAHULUAN

Perkawinan beda agama merupakan isu yang sejak lama menjadi perdebatan
dalam wacana hukum Islam, hak asasi manusia (HAM), serta kebijakan hukum positif di
negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI) yang ditetapkan pada 26 Mei—1 Juni 1980 menyatakan dengan tegas bahwa
pernikahan antara wanita Muslimah dengan laki-laki non-Muslim adalah haram. Bahkan,
fatwa tersebut juga mengharamkan seorang laki-laki Muslim untuk menikahi wanita non-
Muslim, termasuk Ahlul Kitab, dengan alasan bahwa mafsadat (kerusakan) yang
ditimbulkan lebih besar dibandingkan maslahat (kebaikan) yang diperoleh (Majelis
Ulama Indonesia, 2011).

Fatwa ini lahir dalam konteks sosial-politik Indonesia pada awal era Orde Baru, di
mana isu pluralitas agama semakin mengemuka. Di satu sisi, negara menjamin kebebasan
beragama, tetapi di sisi lain, pernikahan dianggap sah apabila sesuai dengan hukum
agama masing-masing, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan (Republik Indonesia, 1974).

Dalam perspektif HAM internasional, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
(DUHAM) 1948 menegaskan bahwa setiap pria dan wanita dewasa, tanpa pembatasan
ras, kebangsaan, atau agama, memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga
(United Nations, 1948). Pasal 16 DUHAM bahkan menekankan kesetaraan hak dalam
perkawinan. Namun, prinsip ini tidaklah mutlak, sebab International Covenant on Civil
and Political Rights (ICCPR) 1966 memberi ruang adanya pembatasan demi moral dan
ketertiban umum (United Nations, 1966).

Ketegangan antara prinsip HAM universal dan hukum syariat Islam dalam isu
pernikahan beda agama telah menimbulkan perdebatan akademik yang panjang (Esposito
& Voll, 1996; Rahman & Esposito, 2015). Sebagian kalangan menilai fatwa MUI 1980
membatasi kebebasan individu, sementara pihak lain memandangnya sebagai instrumen
perlindungan agama dan identitas umat Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan
untuk:Menganalisis fatwa MUI 1980 dalam perspektif HAM internasional,Mengkaji
fatwa tersebut dalam perspektif hukum syariat Islam, Menilai relevansi sosial, hukum,
dan moral dari fatwa tersebut dalam konteks Indonesia kontemporer.

Urgensi penelitian ini terletak pada semakin meningkatnya fenomena pernikahan
beda agama di Indonesia serta tuntutan pengakuan HAM global, sehingga kajian yang
komprehensif diperlukan untuk menemukan titik temu antara HAM dan hukum syariat..

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian pernikahan beda agama telah banyak dilakukan baik dalam perspektif
hukum Islam maupun HAM. Dalam literatur fikih, ulama sepakat bahwa wanita
Muslimah diharamkan menikah dengan laki-laki non-Muslim, sebagaimana ditegaskan
dalam QS. Al-Bagarah: 221 (Departemen Agama RI, 2010). Perbedaan pendapat terjadi
pada hukum laki-laki Muslim menikahi wanita Ahlul Kitab, yang sebagian ulama
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membolehkan dengan syarat (Mazhab Hanafi), sementara mayoritas melarangnya dengan
alasan mafsadat lebih besar daripada maslahat (Ibnu Qudamah, 1998; Zuhaili, 2005).

Dari perspektif HAM, DUHAM 1948 menekankan kebebasan menikah (United
Nations, 1948), sementara ICCPR 1966 memberi batasan bahwa kebebasan beragama
dapat dibatasi untuk menjaga ketertiban umum (United Nations, 1966). Universal Islamic
Declaration of Human Rights (UIDHR, 1981) juga menegaskan bahwa hak-hak individu
dalam Islam tidak boleh bertentangan dengan syariat.

Penelitian Pew Research Center (2020) menunjukkan bahwa pernikahan beda
agama memiliki risiko perceraian lebih tinggi. Witte (2011) mengungkapkan bahwa
anak-anak dari keluarga beda agama sering mengalami kebingungan identitas. Hirschman
(2022) menambahkan bahwa praktik ini dapat mengubah norma sosial dan hukum
keluarga.

Dengan demikian, literatur menunjukkan adanya ketegangan antara kebebasan
individu dalam HAM dan perlindungan identitas keagamaan dalam hukum syariat, yang
menjadi dasar relevansi analisis fatwa MUI 1980.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan metode studi
kepustakaan (library research). Data primer diperoleh dari:

1. Sumber hukum Islam: Al-Qur’an, hadis, kitab fikih klasik (Ibnu Qudamah, 1998;
Zuhaili, 2005), serta fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia, 2011).

2. Instrumen HAM internasional: DUHAM 1948 (United Nations, 1948), ICCPR
1966 (United Nations, 1966), UIDHR 1981.

3. Peraturan perundang-undangan Indonesia: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan (Republik Indonesia, 1974).

Data sekunder berupa hasil penelitian akademik, buku, dan artikel jurnal terkait
hukum Islam, HAM, dan perkawinan beda agama (Rahman & Esposito, 2015; Pew
Research Center, 2020; Hirschman, 2022).

Analisis dilakukan dengan metode kualitatif-komparatif, yakni membandingkan prinsip
HAM universal dengan hukum syariat Islam, lalu menafsirkannya melalui kerangka
maqasid al-syari‘ah (Al-Ghazali, 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Fatwa MUI dalam Perspektif HAM
Secara tekstual, fatwa MUI 1980 tampak bertentangan dengan prinsip

kebebasan menikah sebagaimana ditegaskan dalam DUHAM 1948 (United Nations,
1948). Namun, instrumen HAM internasional juga menekankan bahwa kebebasan
tersebut tidak absolut. ICCPR Pasal 18 mengatur bahwa kebebasan beragama dapat
dibatasi demi moral dan ketertiban umum (United Nations, 1966). Dengan demikian,
larangan pernikahan beda agama dalam Islam dapat dipahami sebagai pembatasan
yang sah dalam kerangka HAM.

B. Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum Syariat
Hukum Islam menegaskan larangan mutlak bagi wanita Muslimah menikah
dengan laki-laki non-Muslim (QS. Al-Bagarah: 221). Perbedaan pendapat mengenai
laki-laki Muslim menikahi wanita Ahlul Kitab ditafsirkan olen MUI sebagai haram,
berdasarkan pertimbangan sosial dan kemaslahatan (Zuhaili, 2005; Ibnu Taimiyah,
2004). Hal ini sejalan dengan maqasid al-syari‘ah yang menekankan perlindungan
agama (hifz al-din) dan keturunan (hifz al-nasl) (Al-Ghazali, 2001).
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C. HAM Barat vs HAM Islam

HAM Barat berbasis liberalisme yang menekankan otonomi individu
(Donnelly, 2003), sementara HAM Islam berlandaskan syariat yang menempatkan
kebebasan individu dalam kerangka maslahat umum (Sachedina, 2009). Dalam hal
pernikahan, Islam memandang keluarga sebagai basis peradaban yang harus dijaga.
Oleh karena itu, syariat membatasi pernikahan beda agama demi melindungi iman,
anak, dan moral masyarakat.

. Analisis Maqasid al-Syari‘ah

1. Hifz al-din (menjaga agama): pernikahan beda agama berpotensi melemahkan
identitas Islam dalam keluarga.

2. Hifz al-nafs (menjaga jiwa): konflik rumah tangga akibat perbedaan agama
dapat mengancam keutuhan keluarga.

3. Hifz al-nasl (menjaga keturunan): anak dari pernikahan beda agama berisiko
kehilangan pendidikan Islam (Witte, 2011).

4. Hifz al-‘aql (menjaga akal): sekularisasi keluarga dapat melemahkan pendidikan
akhlak (Rahman & Esposito, 2015).

5. Hifz al-mal (menjaga harta): terdapat persoalan warisan antara Muslim dan
non-Muslim (Zuhaili, 2005).

6. Hifz al-‘irdh (menjaga kehormatan): pernikahan beda agama dapat merusak
moral masyarakat Muslim (Lewis, 2017).

. Studi Kasus di Indonesia

Sejumlah kasus pernikahan beda agama di Indonesia menunjukkan
problematika hukum. Mahkamah Agung pernah mengabulkan permohonan
pencatatan pernikahan beda agama melalui penetapan pengadilan, meskipun UU No.
1 Tahun 1974 menegaskan bahwa pernikahan harus sesuai hukum agama (Butarbutar,
2016). Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum negara, fatwa MUI,
dan tuntutan HAM.

. Dampak Sosial dan Sosiologis

Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat pernikahan beda
agama tinggi cenderung mengalami penurunan praktik keagamaan dan meningkatnya
sekularisasi (International Journal of Sociology of the Family, 2021). Fenomena ini
sejalan dengan kekhawatiran ulama bahwa praktik tersebut dapat melemahkan
identitas Islam generasi berikutnya.

Tabel 1. Perbandingan Prinsip HAM Barat dan HAM Islam dalam Isu Pernikahan

Aspek HAM Barat (Liberal) HAM Islam (Syariat)

Landasan Otonomi individu | Perlindungan agama &
(kebebasan memilih | keturunan (maqasid
pasangan) syari‘ah)

Sumber Hukum DUHAM 1948, ICCPR | Al-Qur’an, Hadis, Ijma’,
1966 Qiyas

Kebebasan Menikah Hak mutlak tanpa | Hak terbatas sesuai hukum
diskriminasi agama agama

Tujuan Utama Kesetaraan & non- | Menjaga iman, moral, dan
diskriminasi stabilitas keluarga

Batasan Moral & ketertiban umum | Larangan mutlak
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(ICCPR Pasal 18)

Muslimah menikah dengan
non-Muslim

Sumber: United Nations (1948, 1966); Zuhaili (2005); Sachedina (2009).

Tabel 2. Analisis Maqasid al-Syari‘ah pada Larangan Pernikahan Beda Agama

Magqasid Dampak Positif Larangan | Potensi  Kerusakan jika
Dilanggar
Hifz al-Din (Agama) Identitas Islam keluarga | Anak  tumbuh tanpa
terjaga pendidikan Islam
Hifz al-Nafs (Jiwa) Stabilitas rumah tangga | Konflik rumah tangga
lebih kuat meningkat
Hifz al-Nasl (Keturunan) Generasi  Muslim  tetap | Risiko kehilangan identitas
terjaga Muslim
Hifz al-‘Aql (Akal) Pendidikan agama | Sekularisasi keluarga
menanamkan akhlak melemahkan nilai Islam
Hifz al-Mal (Harta) Hukum waris Islam | Konflik hukum waris antar
konsisten agama
Hifz al-‘Irdh (Kehormatan) | Moral masyarakat terjaga | Liberalisasi hukum
keluarga

Sumber: Al-Ghazali (2001); Ibnu Taimiyah (2004); Rahman & Esposito (2015).

Gambar 1. Tren Perceraian pada Pasangan Pernikahan Beda Agama
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Sumber: Pew Research Center (2020).
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Gambar 2. Kerangka Analisis Penelitian

Fatwa MUI 1980 |

Perspektif HAM | Analisis Maqgasid

Perspektif SyarigRelevansi Sosial

KESIMPULAN DAN SARAN

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1980 mengenai larangan pernikahan
beda agama, khususnya antara Muslimah dengan laki-laki non-Muslim dan laki-laki
Muslim dengan perempuan Ahlul Kitab, memiliki relevansi yang signifikan dalam
konteks hukum syariat maupun Hak Asasi Manusia (HAM). Dari perspektif HAM,
meskipun fatwa ini tampak membatasi kebebasan individu untuk memilih pasangan
hidup, prinsip kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Instrumen internasional seperti
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966 memberikan ruang
bagi pembatasan kebebasan individu demi moral, ketertiban umum, dan perlindungan
agama.

Dalam perspektif syariat, fatwa MUI sejalan dengan maqasid al-syari‘ah,
khususnya dalam menjaga agama (hifz al-din), menjaga keturunan (hifz al-nasl), serta
menjaga moral masyarakat (hifz al-‘irdh). Pembatasan ini tidak hanya berdimensi
individual, melainkan juga kolektif, karena bertujuan untuk menjaga identitas Islam,
ketahanan keluarga, dan tatanan sosial masyarakat Muslim.

Dengan demikian, fatwa MUI 1980 tetap relevan dalam konteks Indonesia
kontemporer. la berfungsi sebagai pedoman moral dan keagamaan, sekaligus
memperkuat posisi hukum negara yang mengatur bahwa perkawinan hanya sah jika
sesuai dengan hukum masing-masing agama.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat
diajukan. Pertama, bagi MUI dan para ulama, fatwa mengenai larangan pernikahan beda
agama perlu terus disosialisasikan secara bijak dan kontekstual agar mudah dipahami
oleh generasi muda Muslim di tengah tantangan globalisasi. Kajian ulang berbasis
maqasid al-syari‘ah juga penting dilakukan untuk memperkuat argumen keagamaan
sekaligus menjawab kritik dari perspektif HAM internasional. Kedua, bagi pemerintah,
harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan dan fatwa keagamaan perlu diperkuat
agar tidak menimbulkan inkonsistensi hukum. Edukasi publik mengenai risiko sosial,
psikologis, dan hukum dari pernikahan beda agama juga perlu digencarkan melalui
lembaga pernikahan, penyuluhan agama, serta pendidikan formal. Ketiga, bagi akademisi
dan peneliti, diperlukan penelitian lanjutan mengenai dampak sosial dan keagamaan
pernikahan beda agama di Indonesia, serta kajian komparatif dengan negara mayoritas
Muslim lain untuk memperkaya wacana akademik. Keempat, bagi masyarakat, kesadaran
bahwa pernikahan bukan hanya urusan personal, melainkan juga berdampak pada
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keberlangsungan agama, moral, dan generasi berikutnya harus ditingkatkan. Peran
keluarga, tokoh agama, dan lembaga pendidikan sangat penting dalam memberikan
pemahaman dini mengenai hukum syariat serta relevansinya dalam kehidupan modern.
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